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ABSTRACT

The transfer of land rights through sale and purchase is a legal act that requires
legal certainty and protection for the parties involved. In the process of transferring
land rights, the Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) has an
important role as a public official authorized to prepare Sale and Purchase Deeds
(Akta Jual Beli/AJB) as the basis for land registration. However, in practice, certified
land may still become an object of dispute, raising legal issues regarding the extent
of PPAT’s legal responsibility for the deed that has been prepared. This study aims
to analyze the legal responsibility of PPAT in preparing Sale and Purchase Deeds
for certified land that becomes the object of dispute and to examine the application
of the prudential principle in carrying out PPAT’s authority based on Serang District
Court Decision Number 119/Pdt.G/2023/PN.Srg. This research uses a normative
Juridical method with a statutory approach and a case approach. The primary legal
materials consist of laws and regulations related to PPAT authority and Serang
District Court Decision Number 119/Pdt.G/2023/PN.Srg, supported by interview
data with PPAT practitioners. The results show that PPAT’s legal responsibility is
carried out through the proper implementation of official duties, including verifying
the identities of the parties, completeness of documents, validity of land certificates,
legal status of land, and other administrative requirements. The occurrence of a
dispute over land for which a Sale and Purchase Deed has been prepared does not
automatically result in PPAT’s responsibility, as long as the PPAT has performed its
authority and obligations in accordance with applicable legal provisions and applied
the prudential principle. Therefore, PPAT’s legal responsibility is determined based
on the existence of errors, negligence, or violations of official duties in the process
of preparing the deed.

Keywords: Land Deed Official, Sale and Purchase Deed, Legal Responsibility, Land
Dispute, Prudential Principle

ABSTRAK

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang
membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam proses
peralihan hak atas tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran
penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Jual Beli (AJB)
sebagai dasar pendaftaran perubahan hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya,
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tanah yang telah bersertifikat masih dapat menjadi objek sengketa sehingga
menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban hukum PPAT
terhadap akta yang telah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pertanggungjawaban hukum PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli atas tanah
bersertifikat yang menjadi objek sengketa serta mengkaji penerapan prinsip kehati-
hatian PPAT dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Serang Nomor 119/Pdt.G/2023/PN.Srg. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang
digunakan berupa peraturan perundang-undangan terkait kewenangan PPAT dan
Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 119/Pdt.G/2023/PN.Srg, serta didukung
oleh data hasil wawancara dengan praktisi PPAT. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pertanggungjawaban hukum PPAT diwujudkan melalui pelaksanaan
kewajiban jabatan secara profesional, meliputi pemeriksaan identitas para pihak,
kelengkapan dokumen, keabsahan sertifikat, status hukum tanah, dan persyaratan
administratif lainnya. Timbulnya sengketa terhadap tanah yang telah dibuatkan Akta
Jual Beli tidak secara otomatis menyebabkan PPAT bertanggung jawab, sepanjang
PPAT telah menjalankan kewenangan dan kewajiban jabatannya sesuai ketentuan
hukum yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian,
pertanggungjawaban hukum PPAT ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya
kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dalam proses
pembuatan akta.

Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Jual Beli, Pertanggungjawaban
Hukum, Sengketa Tanah, Prinsip Kehati-hatian

A.Pendahuluan

Peralihan hak atas tanah melalui
jual beli merupakan salah satu bentuk
perbuatan hukum yang banyak
dilakukan dalam kehidupan
masyarakat. Dalam pelaksanaannya,
peralihan hak atas tanah tidak hanya
didasarkan pada kesepakatan antara
penjual dan pembeli, tetapi juga harus
memenuhi ketentuan hukum yang
berlaku agar memberikan kepastian
dan perlindungan hukum bagi para
pihak. Salah satu tahapan penting
dalam proses peralihan hak tersebut
adalah pembuatan Akta Jual Beli
(AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) sebagai dasar dalam
proses pendaftaran perubahan hak
atas tanah pada Kantor Pertanahan.

PPAT memiliki kewenangan
untuk membuat akta autentik
mengenai perbuatan hukum tertentu

yang berkaitan dengan hak atas
tanah. Dalam pembuatan Akta Jual
Beli, PPAT tidak hanya berperan
dalam aspek administratif, tetapi juga
berkewajiban memastikan bahwa
proses peralihan hak dilakukan sesuai
dengan prosedur hukum.
Pemeriksaan terhadap identitas para
pihak, dokumen kepemilikan, sertifikat
tanah, serta kelengkapan persyaratan
lainnya menjadi bagian dari
penerapan prinsip kehati-hatian dalam
menjalankan jabatan PPAT.

Namun, keberadaan sertifikat
sebagai bukti hak atas tanah tidak
selalu menghilangkan kemungkinan
terjadinya sengketa. Dalam
praktiknya, tanah yang telah
bersertifikat masih dapat menjadi
objek perselisihan akibat berbagai
permasalahan, seperti klaim
kepemilikan dari pihak lain, perbedaan
riwayat perolehan tanah, maupun
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persoalan administratif dalam proses
peralihan hak. Kondisi tersebut
menimbulkan  persoalan  hukum
mengenai sejauh mana tanggung
jawab PPAT apabila Akta Jual Beli
yang dibuatnya kemudian berkaitan
dengan sengketa atas tanah tersebut.

Pada dasarnya, PPAT memiliki
kewajiban untuk menjalankan tugas
secara profesional dan menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam setiap
proses pembuatan akta. Akan tetapi,
terjadinya sengketa setelah suatu akta
dibuat tidak secara langsung
menunjukkan adanya kesalahan atau
kelalaian dari PPAT.
Pertanggungjawaban hukum PPAT

harus dilihat berdasarkan
pelaksanaan kewenangan dan
kewajiban jabatannya, termasuk

apakah terdapat kesalahan, kelalaian,
atau pelanggaran terhadap ketentuan
hukum dalam proses pembuatan akta.

Penelitian  mengenai tanggung
jawab hukum PPAT telah banyak
dilakukan, terutama berkaitan dengan
akta yang mengalami permasalahan
hukum. Namun, penelitian tersebut
umumnya membahas
pertanggungjawaban PPAT secara
umum terhadap akta yang
bermasalah. Kajian yang secara
khusus membahas batas
pertanggungjawaban hukum PPAT
dalam pembuatan Akta Jual Beli atas
tanah Dbersertifikat yang kemudian
menjadi objek sengketa berdasarkan
suatu putusan pengadilan masih perlu
dikaji lebih lanjut.

Permasalahan tersebut dapat
dilihat dalam Putusan Pengadilan
Negeri Serang Nomor
119/Pdt.G/2023/PN.Srg yang
berkaitan dengan tanah bersertifikat
yang telah mengalami proses
peralihan hak melalui Akta Jual Beli.
Putusan tersebut menjadi penting
untuk dianalisis guna mengetahui
bagaimana penerapan prinsip kehati-

hatian PPAT serta bagaimana batas
pertanggungjawaban hukum PPAT
ketika terjadi sengketa terhadap objek
tanah yang telah dibuatkan akta.
Penelitian ini berfokus pada analisis
pertanggungjawaban hukum PPAT
dalam pembuatan Akta Jual Beli atas
tanah bersertifikat yang menjadi objek
sengketa, dengan menelaah
penerapan prinsip kehati-hatian serta
batas tanggung jawab PPAT dalam

menjalankan kewenangannya
berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Serang Nomor

119/Pdt.G/2023/PN.Srg.
B. Metode Penelitian

Penelitian ini  menggunakan
metode penelitian hukum yuridis
normatif dengan dukungan data
empiris. Penelitian yuridis normatif
dilakukan melalui kajian terhadap
norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan,
doktrin ~ hukum, serta  putusan
pengadilan yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban hukum Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam
pembuatan Akta Jual Beli atas tanah
bersertifikat yang menjadi objek
sengketa. Sementara itu, data empiris
digunakan sebagai data pendukung
untuk memperoleh gambaran
mengenai penerapan prinsip kehati-
hatian PPAT dalam praktik
pembuatan Akta Jual Beli.

Pendekatan penelitian yang
digunakan terdiri atas pendekatan
perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus
(case approach). Pendekatan
perundang-undangan dilakukan
dengan mengkaji ketentuan hukum
yang mengatur mengenai
kewenangan, kewajiban, dan
tanggung jawab PPAT dalam
menjalankan jabatannya. Adapun
pendekatan kasus dilakukan melalui

253



Pendas : Jurnal llmiah Pendidikan Dasar,

ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950

Volume 11 Nomor 03, September 2026

analisis terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Serang Nomor
119/Pdt.G/2023/PN.Srg sebagai
objek kajian utama dalam penelitian
ini.

Bahan hukum yang digunakan
terdiri atas bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Bahan
hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan
dengan jabatan PPAT serta Putusan
Pengadilan Negeri Serang Nomor
119/Pdt.G/2023/PN.Srg. Bahan
hukum sekunder berupa buku, jurnal
ilmiah, dan literatur hukum yang
berkaitan dengan
pertanggungjawaban hukum PPAT,
akta jual Dbeli, serta sengketa
pertanahan.

Selain studi kepustakaan,
penelitian ini juga menggunakan data
pendukung berupa hasil wawancara
dengan praktisi PPAT  untuk
memperoleh informasi mengenai
penerapan prinsip kehati-hatian dalam
proses pembuatan Akta Jual Beli.
Data yang diperoleh kemudian
dianalisis secara deskriptif analitis
dengan menghubungkan ketentuan
hukum, teori hukum, hasil wawancara,
serta fakta hukum dalam putusan
untuk memperoleh kesimpulan
mengenai batas pertanggungjawaban
hukum PPAT.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan dan Kewenangan
PPAT dalam Pembuatan Akta Jual
Beli atas Tanah Bersertifikat

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
memiliki kedudukan sebagai pejabat
umum yang diberikan kewenangan
untuk membuat akta autentik
mengenai perbuatan hukum tertentu
yang berkaitan dengan hak atas
tanah. Dalam proses jual beli tanah,
keberadaan PPAT menjadi bagian
penting karena Akta Jual Beli (AJB)

yang dibuat oleh PPAT merupakan
salah satu dokumen yang digunakan
sebagai dasar dalam  proses
pendaftaran perubahan hak atas
tanah pada Kantor Pertanahan.

Pembuatan Akta Jual Beli oleh
PPAT tidak hanya berkaitan dengan
penyusunan dokumen tertulis atas
kesepakatan para pihak, tetapi juga
mengandung tanggung jawab hukum
untuk memastikan bahwa proses
peralihan hak dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Oleh
karena itu, sebelum membuat akta,
PPAT wajib melakukan pemeriksaan
terhadap berbagai aspek administratif,
seperti identitas para pihak,
kewenangan Dbertindak, dokumen
kepemilikan tanah, sertifikat hak atas
tanah, serta dokumen pendukung
lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian,
pelaksanaan kewenangan PPAT
dalam pembuatan Akta Jual Beli
dilakukan melalui proses pemeriksaan
dan verifikasi dokumen sebelum akta
ditandatangani. Pemeriksaan tersebut
bertujuan untuk memastikan bahwa
pihak yang melakukan jual beli
memiliki hubungan hukum terhadap
objek tanah dan bahwa dokumen
yang digunakan telah memenuhi
persyaratan administratif. Proses
tersebut menunjukkan bahwa PPAT
memiliki  fungsi  preventif dalam
mengurangi kemungkinan timbulnya
permasalahan hukum setelah akta
dibuat.

Meskipun demikian, kewenangan
PPAT memiliki batas tertentu. PPAT
tidak memiliki kewajiban  untuk
memastikan secara mutlak bahwa
suatu tanah tidak akan pernah
mengalami sengketa di kemudian
hari. PPAT menjalankan tugas
berdasarkan data dan dokumen yang
diberikan oleh para pihak serta
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kewenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu, apabila terjadi sengketa
terhadap tanah yang telah dibuatkan
Akta Jual Beli, maka penilaian
terhadap tanggung jawab PPAT harus
didasarkan pada proses pelaksanaan
kewenangan dan kewajiban
jabatannya.

2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian
PPAT dalam Pembuatan Akta Jual
Beli

Prinsip kehati-hatian merupakan salah
satu prinsip yang harus diterapkan
oleh PPAT dalam menjalankan tugas
dan kewenangannya. Prinsip ini
mengharuskan PPAT untuk bertindak
secara cermat, teliti, dan profesional
dalam setiap tahapan pembuatan
Akta Jual Beli. Hal tersebut diperlukan
karena akta yang dibuat oleh PPAT
memiliki kedudukan sebagai akta
autentik yang dapat menjadi alat bukti
mengenai adanya suatu perbuatan
hukum.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip
kehati-hatian dilakukan melalui
pemeriksaan identitas para pihak,

pengecekan sertifikat tanah,
pemeriksaan kesesuaian data
pertanahan, serta memastikan
terpenuhinya persyaratan

administratif sebelum akta dibuat.
Pemeriksaan tersebut menjadi bentuk
tanggung jawab profesional PPAT
agar akta yang dihasilkan memiliki
kepastian hukum dan tidak
menimbulkan kerugian bagi para
pihak.

Berdasarkan hasil penelitian,
penerapan prinsip kehati-hatian tidak
dapat dimaknai bahwa PPAT
memberikan jaminan mutlak terhadap
terbebasnya suatu tanah dari
sengketa. Hal ini karena sebagian
sengketa pertanahan dapat berasal

dari permasalahan hubungan hukum
antara para pihak atau informasi yang
tidak disampaikan secara terbuka
kepada PPAT. Dengan demikian,
ukuran kehati-hatian PPAT tidak
dilihat dari ada atau tidaknya sengketa
setelah akta dibuat, melainkan dari
apakah PPAT telah melaksanakan
kewajibannya sesuai prosedur hukum
yang berlaku.

3. Batas Pertanggungjawaban
Hukum PPAT terhadap Akta Jual
Beli yang Menjadi Objek Sengketa

Permasalahan utama dalam
penelitian ini berkaitan dengan batas
pertanggungjawaban hukum PPAT
apabila Akta Jual Beli yang dibuat
kemudian berkaitan dengan sengketa
atas tanah yang menjadi objek
transaksi. Dalam konteks tersebut,
keberadaan sengketa tidak secara
otomatis menunjukkan bahwa PPAT
telah melakukan pelanggaran atau
kesalahan dalam menjalankan
jabatannya.

Berdasarkan hasil penelitian,
pertanggungjawaban hukum PPAT
dapat timbul apabila terdapat tindakan
yang menunjukkan adanya
kesalahan, kelalaian, atau
pelanggaran terhadap kewajiban
jabatan. Misalnya, PPAT tidak
melakukan pemeriksaan dokumen
sebagaimana diwajibkan,
mengabaikan prosedur pembuatan
akta, atau membuat akta tanpa
memenuhi persyaratan hukum yang
ditentukan.

Sebaliknya, apabila PPAT telah
melakukan pemeriksaan terhadap
dokumen, memastikan kehadiran para
pihak, melaksanakan prosedur
pembuatan akta, serta menjalankan
kewajibannya  sesuai  ketentuan
hukum, maka munculnya sengketa
antara para pihak tidak dapat secara
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langsung dibebankan kepada PPAT.
Hal tersebut disebabkan karena PPAT
bertanggung jawab terhadap proses
pembuatan akta, bukan terhadap
seluruh permasalahan hukum yang
mungkin timbul dari hubungan hukum
para pihak.

Dengan demikian, batas
pertanggungjawaban hukum PPAT
terletak pada pelaksanaan
kewenangan profesionalnya. PPAT
dapat dimintai pertanggungjawaban
apabila terdapat hubungan antara
kerugian yang timbul dengan
kesalahan atau kelalaian dalam
menjalankan  kewajiban  jabatan.
Sebaliknya, apabila PPAT telah
bertindak sesuai prosedur dan prinsip
kehati-hatian, maka tanggung jawab
terhadap sengketa yang berasal dari
hubungan hukum para pihak tidak
dapat secara otomatis dialihkan
kepada PPAT.

4. Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Serang Nomor
119/Pdt.G/2023/PN.Srg

Putusan Pengadilan Negeri Serang
Nomor 119/Pdt.G/2023/PN.Srg
menjadi  bagian penting dalam
penelitian ini karena berkaitan dengan
permasalahan tanah bersertifikat yang
telah mengalami proses peralihan hak
melalui Akta Jual Beli (AJB) yang
dibuat oleh PPAT. Perkara tersebut
menunjukkan bahwa keberadaan
sertifikat hak atas tanah dan akta
peralihan hak belum sepenuhnya
menutup kemungkinan terjadinya
sengketa apabila terdapat
permasalahan mengenai hubungan
hukum para pihak terhadap objek
tanah yang diperjualbelikan.

Berdasarkan analisis terhadap
putusan tersebut, Akta Jual Beli yang
dibuat oleh PPAT memiliki kedudukan
sebagai alat bukti autentik yang
menunjukkan telah terjadinya suatu

perbuatan hukum jual beli sesuai
dengan prosedur yang berlaku.
Namun, keberadaan akta tersebut
tidak dapat dimaknai sebagai jaminan
mutlak bahwa seluruh aspek materiil
mengenai riwayat kepemilikan dan
hubungan hukum para pihak terhadap
tanah telah terbebas dari
kemungkinan permasalahan hukum di
kemudian hari.

Dalam kaitannya dengan
pertanggungjawaban hukum PPAT,
penilaian terhadap tanggung jawab
PPAT tidak dapat hanya didasarkan
pada adanya sengketa setelah Akta
Jual Beli dibuat. Hal utama yang harus
diperhatikan adalah apakah PPAT
telah melaksanakan kewenangan dan
kewajiban jabatannya sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
Pemeriksaan terhadap identitas para
pihak, kelengkapan dokumen,
keabsahan sertifikat, status hukum
tanah, serta persyaratan administratif
lainnya menjadi indikator penting
dalam menilai penerapan prinsip
kehati-hatian PPAT.

Apabila PPAT telah melakukan
pemeriksaan dan menjalankan
prosedur pembuatan akta sesuai
dengan  kewenangannya, maka
timbulnya sengketa antara para pihak
tidak  serta-merta menunjukkan
adanya kesalahan atau kelalaian dari
PPAT. Hal tersebut disebabkan
karena PPAT bertanggung jawab
terhadap proses pembuatan akta dan
pemenuhan aspek formal dalam
peralihan hak, bukan terhadap seluruh
permasalahan hukum yang timbul dari
hubungan hukum para pihak.

Dengan demikian, analisis terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Serang
Nomor 119/Pdt.G/2023/PN.Srg
menunjukkan  bahwa  kedudukan
PPAT dalam sengketa pertanahan
harus ditempatkan secara
proporsional. PPAT bukan pihak yang
menjamin bahwa suatu tanah akan
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selalu bebas dari sengketa, melainkan
pejabat umum yang memiliki
kewajiban untuk memastikan bahwa
proses peralihan hak dilakukan secara
sah, tertib, dan sesuai dengan prinsip
kehati-hatian. Oleh karena itu, batas
pertanggungjawaban hukum PPAT
ditentukan berdasarkan ada atau
tidaknya kesalahan, kelalaian, atau
pelanggaran terhadap kewajiban
jabatan dalam proses pembuatan
Akta Jual Beli.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, dapat disimpulkan
bahwa PPAT memiliki peran penting
dalam memberikan kepastian hukum
dalam proses peralihan hak atas
tanah melalui jual beli. Kewenangan
PPAT dalam pembuatan Akta Jual
Beli tidak hanya terbatas pada
penyusunan  akta, tetapi juga
mencakup kewajiban untuk
melakukan pemeriksaan terhadap
identitas para pihak, dokumen
kepemilikan, sertifikat tanah, serta
persyaratan  administratif  lainnya
sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Penerapan prinsip kehati-hatian
menjadi  bagian penting dalam
pelaksanaan jabatan PPAT untuk
meminimalkan terjadinya
permasalahan hukum setelah akta
dibuat. Namun, timbulnya sengketa
terhadap tanah yang telah dibuatkan
Akta Jual Beli tidak secara otomatis
menyebabkan PPAT bertanggung
jawab. Pertanggungjawaban hukum
PPAT ditentukan berdasarkan ada
atau tidaknya kesalahan, kelalaian,
atau pelanggaran terhadap kewajiban
jabatan dalam proses pembuatan
akta.

Analisis  terhadap  Putusan
Pengadilan Negeri Serang Nomor
119/Pdt.G/2023/PN.Srg menunjukkan
bahwa kedudukan PPAT dalam
sengketa pertanahan harus dilihat

secara proporsional. PPAT
bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan kewenangan dan
prosedur pembuatan akta, tetapi tidak
bertanggung jawab secara mutlak
terhadap seluruh sengketa yang
muncul akibat hubungan hukum
antara para pihak. Dengan demikian,
batas pertanggungjawaban hukum
PPAT terletak pada sejauh mana
PPAT telah menjalankan tugas dan
kewenangannya sesuai dengan
ketentuan hukum serta menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam
pembuatan Akta Jual Beli.
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